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NAWACITA —

JOKO WIDODO - JUSUF KALLA
2014 - 2019

. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI
SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA
SELURUH WARGA NEGARA

. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN
TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEXTIF, DEMOKRATIS,
DAN TERPERCAYA

» MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN
MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA
NEGARA KESATUAN

. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMAS|

SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI,
BERMARTABAT DAN TERPERCAYA

.. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN

. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP
MANUSIA INDONESIA  °

. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA

SAING DI PASAR INTERNASIONAL

MENGGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK

RESTORASI SOSIAL INDONESIA




D Letak geografis Indonesia yang rentan ternadap bencana

Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana bahwa Pemerintah dan
Pemerintan Daerah menjadi penanggung jawab dalam
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bencana menjadi urusan Pemerintah Daerah. Pemerintah
Pusat dapat menyerahkan sebagian urusan kepada daerah
melalui Tugas Pembantuan (TP). )

[__l Pemerintah Pusat karena keterbatasan Tenaga / Personil/SDM
maka dapat di Tugas Pembantuan kan kepada Daerah




LATAR BELAKANG




LATAR BELAKANG




Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan
berdasarkan asas (UU No. 23/2014, Pasal 5 ayat (4)) :

Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah
Otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,
kepada Instansi Vertical di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan
Bupati / Walikota sebagai penanggung jawab urusan Pemerintahan Umum.

Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah
Kabupaten / Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang

menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
{




URUSAN PEMERINTAHAN DALAM UU 23/2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian;

Kehutanan; ESDM; Perdagangan; Perindustrian;
Transmigrasi

|. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. PU dan Penataan Ruang.
4. Perum Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. Trantibum dan Linmas.
6. Sosial.

1. Trantibum
2. Bencana
3. Kebakaran




DASAR HUKUM

Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

PP 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

PP No. 23/2008 ttg Peran Serta Lembaga Internasional & Lembaga
Asing Non Pemeritah dim. Penanggulangan Bencana.

Permendagri No 46 Tahun 2008 tentang Tata Kerja dan Struktur
organisasi Badan Penanggulangan Becana Daerah



MAKSUD & TUJUAN

TUJUAN




PEMBINAAN
MENTERI DALAM NEGERI
9

TANGGUNG JAWAB

{] Provinsi JOOO] Guternr

1] KabKota POOC



1. GUDANG LOGISTIK

2. PUSDALPOS PB

Terdapat 3 kriteria dalam penentuan daerah yang mendapatkan
bantuan TP

Kriteria Umum / Administrasi




KRITERIA TEKNIS PEMBERIAN TP




KRITERIA KHUSUS

| (sesuai dengan Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang
penentuan daerah tertinggal tahun 2015-2019)

l sesuai dengan Lokasi Prioritas 2015 - 2019 yang ditetapkan
oleh BNPB

sesuai dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun

’ 2013 yang ditetapkan oleh BNPB

(luas wilayah berbahaya, warga
yang berpotensi jadi korban, potensi kerugian fisik ekonomi dan
lingkungan)







BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN (STRESSING POINT)
DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN TP BIDANG PENANGGULANGAN
BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2018, SBB:




DAERAR PENERINA TUGAS PENBANTUAN TAUN 2016

6 Daerah Penerima Dana Tugas Pembantuan

dan Rencana Alokasi Anggaran.

TOTAL = 5.000.000.000




Bantuan Sarpras KebencanaanTP, TA 2006-2017

No TA Kantor Gudang Kantor Fisik Total Jumlah Dana

lainnya (Rp.~000)

TOTAL 119 25 1 188 249.680.000.000




TANGGUNG JAWAB
PEVERINTAHDAERAH




HASIL TUGAS PEMBANTUAN




HAMBATAN
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